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BTIPATI IIAI,MAIIERA BARAT

PROPIISSI IIilALIIKU TITARA

PTRATIIR"AII DATRAII KABUPATEIT ISI,MAIIERA BARAT

souoR 8 TAfiUII N\6
TEHTf,ItG

PERAITGNAT DESA

DEI{GAIT RAIIilAT TT'IIAIT YAITG IUAIIJT ESA'

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Perahrran Menteri Dalam

Negeri Nomor 84 Tahun 2ALS tentang Susunan Orgalisasi dan

Tata Kerja Pemeriotahan Desa-, maka guna lebih memberikan

penguatan bagi Pernerintahan Desa dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi, serta memberikan efek terhadap peningkatan

pelayanan terhadap masyarakat secara prima, akuntabel serta

berdaya saing klrususnya di bidat}s susrber daya $|}sJ}usia yang

produkttf diperlukan regulasi ]rang mengatur tertang Perangkat

Desa;

b. bahwa berdasarlran pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a

lqaka perlu r11e4etaBka11 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera

Barat tentang Perangfuat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 qyat {6) Undang-undang Dasar Negara R.I Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-

undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 teaang Pembentukan

Daeratr-daerah swatar:.tra Tingkat II Dalam Witrayah Daerah

Swatantra Tingkat I Malukg menjadi Undang-undang (Lembaran

Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambatran Lembaran Negara

Nomor 16a5);

3. Undaag-undang Nomor 6 Tahun 2OOO ter, tang Peruhahan atas

Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku

Tenggara Barat (kmbaran Negara Tahun 1999 Nomor 174,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895h

4. Undang-u-ndang Nomor I Tahun 2003 tentang Pembentr-rkan

Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,

Kabupaten Kepulaual SuLa, Kabupaten Halmalrera Timrrr dan Kota

Tidore Kepulauan di Pnovinsi Mahrku Utara (Lembaran Negara Rl

Talrun 2OO3 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nonor a26ah
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5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Qt4 Nomor 7, Ta-urba-han

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);

6. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2ol4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturag Pemerintah Nomot 79 Tahun 2OO3 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta,hun 2oL4 Nomor L23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 47 Tah:un 2Ol5 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemenntah Republik Indonesia Nornor 43 Tahun 2AL4 tentang

Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2OL4

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s7171;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2Al4 tentang Dana Desa

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 22 Tah:un 2015 tentang Perubahan Atas Peraturat-r

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2oL4 Tentang Dana Desa Yang

Bersumber Dari Anggararr Pendapatarr Darr Belanja Nega-ra

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2Ol5 Nomor 88,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569$;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2OOT tentang

Pedoman Penyusunan dar-r Pendayagunaan Data Prof,l Desa dan

Kelurahan;

12. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 114 Tahus 2Q74 tentang

Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara R.L Tahun 2014

Nomor 2A9al;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2al5

Pembentukan Produk Hukum Daerah;
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14. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2075 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita

Negara R.I. Tahun 2ALG Nomor 6 );

Dengan Persetujuan Berserma

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

dan

BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN

MCNCTAPKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG

PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat;

2. pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik

Indonesia ya;1g memegang kekuasaan pemerintaJran aegara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralqyat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemenntahan Elenurut asas otonorrli dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Dasar Negara Repubtk Indonesia Tahun 1945;

4. pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah;

5. Bupati adalah Bupati Halmatrera Barat;

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten

Halmahera Barat;

T. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di

wilayah kerja kecamatan yang dal4rn pelaksanaan tugasn-ya memperoleh

pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian

urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerrntaharr;

8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyErrakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahm Negara Kesatuan Republik Indonesia'
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g. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

1O. pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggar a Pemerintahan Desa.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga

yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

demokratis;

12. perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam

penyusunal kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan

unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi

dalam bentuk Pelaksana Teknis darr Unsur Kewilayahan;

13. RW atau nama lain berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal disebut SOA adalah

bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan

Pemerintatran Desa;

14. RT adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja

pelaksanaan Pemerintahan Desa di bawah Koordinasi Ketua SOA

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah

rencana keuangan tatrunan Pemerintahan Desa.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi

Pasal 2

(1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa'

(21 Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Sekretariat Desa;

b. Pelaksana KewilaYatran;dan

c, Pelaksana Teknis.

(3) perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 berkedudukan sebagai

unsur pembantu KePala Desa.

Pasal 3

(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin

oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.

e) Sekretariat Desa sebagairnama rtimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas

3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umllm, urusan keuangan, dan

uru.san perencanaan, d.an paling sedikit 2 (dua) urusart yaitu urusan umum dan

perencanaan, dan urusan keuangan.

(3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin

Kepala Urusan.

oleh

-/
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Pasal 4

(1) pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b

merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

{Z\ Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

d.itentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan

dengan kemampuan keuangan desa serta meurperhatikan luas wilayah kerja,

karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasaralla

penunjang tugas.

(3) Tlrgas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi,

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa,

pembinaan kemasyarakatan d.esa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

(4) pelaksana Kewilaydran dilaksandcan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang

ditetapkan lebih lanjut datam Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi

sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 5

{1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 huruf c

merupakan unsLlr pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

{21 pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas

3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan,

paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan

dan pelayanan.

(3) Masing-masing seksi sebagaimana d.imaksud pada ayat {21dipimpin oleh Kepala

Seksi.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

(1) Kepala Desa berkedud.ukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin

penyeleng gar aaurL Pemerintalran Desa.

t2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan

pembangunan, pembinaan kemas5rarakatan, dan pemberdayaan masyarakat'

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21 Kepala Desa

memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

a) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan,

penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah perta-nahan, pembinaan

ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat,

administrasi kependudukan, dan penataan dau pengelo-laan wilayah.

b) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sara-na prasarana

perdesaan, dan pembangunan bidang peodidikan, kesehatan'

c) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban

masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan,

dan ketenagakerjaan . 
---'-J 

I
sd



6

(1)

(21

d) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat

di bielang budaya, ekonorrei, politik, lingkungan hielup, pemberdaya-an

keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga

lainnya

Pasal 7

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi

pemerintahan.

(3) Untuk melaksaoakan tu.gas sebagaimarra yaag dimaksud pada ayat (21, Sekretaris

Desa mempunyai fungsi:

a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat

men5rurat, arsiP, dan eksPedisi.

b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa,

penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,

pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan

umum.

c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan,

administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifrkasi

administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat

Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya'

d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran

pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka

pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi prograln, serta

pen5rusunan laPoran.

Pasal 8

(1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

(2\ Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan

administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan'

(3) Untuk rnela.ksanalcan tugas kepala urusa.n mempuoyai fuagsi:

a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan

urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat,

arsip, d.an ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan

prasaraoa perangkat desa dao kantor, penyiapan rapat, pengadmrnistrasian

aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

b) Kepda urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan

keuangan seperti pengurusan ad.ministrasi keuangan, administrasi sumber-

sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan

admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga

pemerintahan desa lainnYa. i

_/
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c) Kepala urusafl orcterrcarraala memiliki fungsi mengoordinasikan urus€u1

perencanaan seperti men)rusun rencana anggaran pendapatan dan belanja

desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan

monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 9

(u Kepala seksi berkedudukan sebagai unslrr pelaksana teknis.

t2l Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas

operasional.

(3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:

a) Kepala seksi pernerintahan mernpunyai fungsi melaksanakan manajemen tata

praja pemerintahan, menJrusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah

pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya

perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah,

serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa'

b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan

s€rr€ula prasarana perdesaan, pembartgunan bidang pendidikan, kesehatan,

dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi,

politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan

karang taruna.

c) KepaJa seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan

motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan

upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat,

keagamaan, dan ketenagakerj aan.

Pasal 1O

Dalam rangka memperpendek rentang kendali Pemerintahan Desa, maka

pemerintahan Desa dapat membentuk Kepala Kewilayahan atau nama sebutan

lainnya yaitu Kepala SOA yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas

kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di

wilayahnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Kewilayahxr/Kepala SOA bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan memiliki

fungsi:

a) pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan

masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah'

b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya'

c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan

dan kesadarart masyarakat dalarn menjaga ling|<ungannya'

(11

(21
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d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pemban gunan.

(3) pedoman teknis pembentukan Kepala Kewilayahan/Kepala SOA sebagairnana

dimaksud ayat (1) dan (21, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

dengan mengacu p ad.a ketentuan peraturan perundang- undangan y ar.g berlaku.

BAB IIl
JENIS DESA

Pasal 1 1

(1) Susunan organisasi Pemerintahan Desa disesuaikan dengan tingkat

perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.

(2\ Desa Swasembada wajib memiliki pilihan, yaitu; 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga)

seksi.

(3) Desa Swakarya dapat 11remiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiea) seksi dan/atau

memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.

(4) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusarl dan 2 (dua) seksi'

(S) Klasifikasi Susunan organisasi dan Tata Kerja jenis desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), (2;. , (3), dan (41 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada

Kepala Desa.

A) Perangkat Desa lainnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui

Sekretaris Desa.

(3) pertanggung jawaban tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dan ayat (2}

dilakukan dalam bentuk laporan secara periodik.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan tugasnya sekretaris desa dan perangkat desa lainnya wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan

masing-masing maupun antar satuan perangkat desa serta dengan instansi/ satuan

kerja dan lembaga Desa sesuai dengan tugas masing-masing'

Pasal 14

Dalam hal Kepala Desa tidak berada di tempat, Kepala Desa dapat memberikan

mandat kepada Sekretaris Desa untuk menjalankan tugas sehari- hari'
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Pasal 15

(l) Apabila Jabatan Sekretaris Desa belum mempunyai pejabat defenitil maka Kepala

Desa dapat mengangkat Pelaksana T\rgas Sekretaris Desa dari Perangkat Desa

yang dianggap mampu.

e) Datam hal tidak ada Perangkat Desa lainnya untuk diangkat sebagai Pelaksana

T\rgas Sekretaris Desa, Kepala Desa meng4jukan permohonan kepada Bupati

melalui Camat untuk menugaskan ASN menjadi Pelaksana Tugas Sekretaris Desa.

Pasal 16

Kepala Desa memberikan petunjuk, bimbingan dan pembinaan kepada perangkat

desa.

(3)

(1)

a)

(1)

Q)

(3)

BAB V

MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Jenis Perangkat Desa

Pasal 17

perangkat d,esa terdiri dari Perangkat Desa lama dan Perang!<at Desa baru-

perangkat desa lama sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Perangkat Desa

yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan atau Surat

T\rgas atau Surat lainnya yang dipersamakan dan bekerja sebelum

ditetapkannya Peraturan D aerah ini.

perangkat desa baru adalah Perangkat Desa yang diangkat oleh Kepala Desa

setelah ditetapkan nya Peraturan Daerah ini.

Bagran Kedua

Pengisian Perangkat Desa

Pasal 18

pengisian Perangkat Desa baru dilakukan melalui cara ujian seleksi tertulis.

Seleksi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Tes Kemampuan

Dasar (TKD).

pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan

sebagai berikut:

a- pembentukan panitia;

b. penjaringan;

c. penyaringan; dan

d pengangkatan.
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Bagqan Ketiga

Paragraf 1

Pembentukan Panitia

Pasal 19

(1) paling lambat 2 {dua) bulan setelah berakhirnya masa jabatan atau kekosongan

Perangkat Desa, Kepala Desa menaproses pengisian Perangkat Desa.

e) Dalam rangka pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim

pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkao dengan Keputusan Kepala Desa'

(3) Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri

dari unsur tokoh masyarakat Desa dan unsur lembaga keraasyarakataa elesa

dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

a. ketua;

b. sekretaris;

c. anggota sesuai dengaa kebutuhan.

(4) Tim pengangkatan Perangkat Desa berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima)

ora4g.

(5) penentuan kedudukan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panilia Pengangkatan

peraggkat Desa dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota Panitia

pengangkatan Perangkat Desa, dan apabila melatui musyawarah tidak dicapai

mufakat/ kesepakatan, maka dilakukan dengan penqungUtall suafa'

16; Untuk keperluan administrasi, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dapat

menggunakan Cap/ Sternpel Panitia Pengangkatan Perarrgkat Desa.

A T\rgas Tim Pengangkatan Perangkat Desa adalah :

a. mengumumkan kepada masyarakat melalui sarana publik yang ada di desa

mengenai adanya pengangkatan Perangkat Desa;

b. menyusun jaelwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengangkatarr

Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa;

c. menlrusun RAB pengangkatan Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala

Desa merqrusun tata tertib pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dengan

pertimbangan KePala Desa

d menerima pendaftaran Bakal Calon;

e. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;

f mengumumkan Calon kepada masyarakat;

g. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;

h. mengajukan Calon yang lolos atas keberatan masyarakat kepada Kepala Desa

untuk ditetapkan sebagai calon yang Berhak Mengikuti seleksi;

i. melaksanakan seleksi bagi calon yang berhak mengikuti;

j. membuat berita acara hasil seleksi untuk disampaikan kepada Camat melalui

Kepala Desa; dan

k. melaporkan pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
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(S) Tim pengangkatan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung

jawab kepada KePala Desa.

(9) Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebelum melaksanakan tugasnya terlebih

dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa.

Paragraf 2

Penjaringa4 Persyaratan Bakal ealq!1 Perangkat Desa

Pasal 2O

{U perangkat Desa diang}<at oleh Kepala desa dari warga Desa yang tela}r memenuhi

persyaratan umum dan khusus.

Al persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Warga Negara Republik Indonesia;

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tatrun 1945 serta rnempertahankan

dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka

Tunggal Ika;

d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

e. berusia 2O (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;

f. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang

1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih,

keeuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjdani pielarra penjara dan

mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik batrwa yang

bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan

berulang-ulang;

i. tidak sedaog dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetaP;

a berbadan sehat;

b. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

CI Kelengkapan Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat {21

huruf k, meliputi;

a. surat permohonan/larrtaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas

bermaterai;

b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tlrhan Yang Mdra Esa yarrg dibuat oleh

yang bersangkutan di atas kertas kertas bermaterai;

c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada

Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang

bersangkutan di atas kertas bermaterai;
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(4)

(s)

d. fotocopy rjasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ljazah terakhir yang

tetah dilegailisir oleh instarrsi yarrg berwenarrg atau Surat Keteraagan yaxg

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan

ijasah asli atau bagr yang liasahnya rusak;

e. fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

f. surat Keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba da-ri dokter atau petugas

puskesmas di puskesmas kecamatan dan atau Rumah Sakit Umum

g. surat keteraggan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian {Polsek) setempat

h. daftar riwayat hidup;

i. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;

j. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih

berlaku dan telah dilegalisir Camat;

k. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;

L surat pernyataan sanggLlp berbuat baik, jujur, dan adil bermcterai eukup.

m.surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil seleksi pengangkatan

perangkat Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas

bermaterai;

n. surat pernyataan pengunduran diri bagr anggota BPD diatas oaeterai 6000;

Kelengkapan adminsitrasi sebagaimana dimaksud ayat (3), maka bagi ASN yang

ingin mengjkuti seleksi sebagai perangkat Desa diharuskan memperoleh izrn

tertulis dari pembina kepegawaian Daerah;

persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan

yang bersifat khusus dengan memperhatjkan hak asal usul dan nilai sosial

budaya setempat, diurtaranYa:

a. memahami kondisi desa;

b. mampu berkomunikasi dan memahamai bahasa dan budaya desa setempat;

c. bertempat tinggal di wilayah desa selama menjabat;

d. mempunSrai pemahaman bidang : (1) pemerintahan; (2) pembangunan; (3)

administrasi perkantoran; atau; (4) administrasi keuangan dan perencanaan.

e. memaharni sosia.l budaya masyarakat setempat; dan

f. tidak merangkap sebagai, pegawai BUMN/BUMD badan usaha milik

negara/badan usaha milik Daerah pegawai tidak tetap yang bekerja di

lingkungan pemerintah / Pemerintah Daerah, dan pengurus partai politik.

Bagl anggota BPD yat1g menealonkan diri pada perangkat desa harus

mengundurkan diri dari j abatannya;

(6)
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a)

(3)

13

Paragraf 3

Pengajuan Permohonan

Pasal 2 1

(1) penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa

mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis di atas kertas bermeterai

kepada Kepala Desa melalui Tim Pengangkatan Perangkat Desa dengan

melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2O

ayat {3).

A) penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disebut Bakal

Calon perangkat desa.

ParagraI4

Pendaftaran Bakal Calon

Pasal22

pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Jangka waktu pendaftaran

dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.

Dalam hat waktu pendaftaran Apabila da.lam jangka wakfu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon, maka jangka waktu

pend"aftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari'

Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2\

dilaksanakan, tetap tidak rnendapatkan Bakal Calon, rnaka dilakukan

perpanjangan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

Apabila setelah dilakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan (3), masih belum terpenuhi jumlah bakal calon perangkat desa yang

dibutuhkan, 761aka dimungkinkan dibuka pendaftran khusus, persyaratan

pendid.ikan Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat dengan ketentuan

bakal calon tersebut wajib menandatangani surat pernyataan bersedia untuk

mengikuti pendidikan paket C setelah dilantik menjadi perangkat desa

berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat {21, (3) dan (41 dituangkan

dalam notulen rapat dan Berita Acara oleh Tim Pengang!<atan Perangkat Desa.

Pasal 23

0) pendaftaran bakal calon dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan

kepada Kepala Desa melalui Panitia pada waktu dan tempat yang telah

ditentukan.

Sur-at permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga)

dengan tulisan tangan yang ditandatangani dan dibubuhi materai cukup'

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O ayat (1)'

Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap pada

saat pendaftaran maka diberi waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk melengkapi' 
t

v!

(4)

(,

a)

n\

(4)



t4

Pasal 24

(1) pendaftaran bakal calon dan penyerahan keleng[<apan danlatau penyempuffraan

persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4)

diberikan bukti pendaftaran atau bukti penyerahan yal:g memuat jenis

persyaratan yang telah diajukan.

A) Pend,aftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan

persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara

langsung oleh bakal calon.

Pasal 25

(1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dilakukan oleh

Panitia dalarn waktu paling latna 10 (sepulu-h) hari.

A) Untuk kepentingan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia

dapat melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi syarat ealon dengan pihak-pihak

yang terkait.

(3) Apabila hasil penelitian, verifrkasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

20 naaka bakal edon yang bersaogkutan direkoruendasikan oletr Panitia untuk

mengikuti ujian penyaringan bakal calon.

(4) Dalasr hal hasil peaelitian, verifikasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud

pad.a ayat (1) dan ayat (2) tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2A, rnakabakal calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Paragraf 5

Penetapan Calon

Pasal 26

Tim pengangkatan Perangkat Desa melakukan penelitian persyaratan

administrasi masing masing Bakal Calon.

Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan

administrasi oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan sebagai Bakal

Calon yang dituang!<an dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon.

Nama-nama Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya

diumumkan kepada rrrasyarakat paling Tarnbat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan

untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai masing-masing Bakal

Calon.

(r)

a)

(3)
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Paragraf 6

Penyampaian Keberatan Masyarakat terhadap Bakal calon

Pasal2T

0) penyampaian keberatan terhadap Bakai Calon yang ditetapkan oieh Tim

pengangkatan Perangkat Desa, disampaikan kepada Tim Pengangkatan

perangkat Desa dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling

lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan Bakal Calon.

@ Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti

kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.

(3) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(21 menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagr Kepala Desa untuk

menetapkan bakal calon yang berhak mengikuti seleksi.

(4) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak d.ipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil seleksi.

Bagian Keempat

Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Seleksi

Pasal 28

0) Tim Pengangkatan Perang!<at Desa mengusulkan bakal calon peserta seleksi

kepada kepala desa dengan dilampiri berita acara penetapan calon dan atau

b erita acar a pen elitian keberatan m asy ar akat -

Q) Kepala Desa setelah menerima usulan Tim Pengangkatan Perangkat Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan calon peserta yang berhak

mengikuti seleksi dan atau berita aca-ra penelitian keberatan, yang dituangkan

dengan Keputusan KePaJa Desa.

(3) Keputusan Kepala Desa sebagaimna dimaksud pada ayat l2l, disampaikan

kepada Tim Pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 2 (dua) hari sebelurn

pelaksanaan Ujian seleksi.

(4) Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa setelah menerima keputusan kepala

desa tentang penetapan calon yang berhak mengikuti ujian pada hari itu juga

mengumumkan nama-nama calon yang berhak mengikuti seleksi.

Bagian Kelima

Penyaringan

Pasal 29

(1) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian wajib mengikuti seleksi yang dilaksanakan

oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa.

8) pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituanglan dalam

berita acara seleksi oleh Tim Pengangkatan perangkat desa.

(3) Hasil seleksi dituangkan dalam berita acaraberdasarkan rangking nilai.

(4) Hasil seleksi disampaikan kepada Kepala Desa dengan dilampiri berita acara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6)'



(1)

a)

(3)

(4)
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Bagian Keenam
Pengangkatan Perangkat Desa

Paragraf 1

Rekomendasi Camat
Pasal 3O

Tim Pengangkatan Perangkat Desa melaporkan hasil seleksi Pengangkatan

Perarrgkat Desa kepada Kepala Desa mrnimal 2 (elua) calon

Setelah menerima laporan hasil seleksi pelaksanaan Pengangkatan Perangkat

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan hasil

seleksi Pengangkatan Perangkat Desa kepada Camat.

Camat memberikan rekomendasi dalam hat proses Pengangkatan Perangkat

Desa sudah sesuai ketentuan.

Berdasarkan identifrkasi Camat, apabila proses Pengakatan Perangkat Desa

tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak

memberikan rekomendasi dan memerintahkan kepada Kepala Desa untuk

melakukan proses pengangkatan ulang.

Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pengangkatan

Calon untuk menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pa:.agraI2

Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Pasal 3L

Sebelum memang!<u jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa

setelah mengucapkan sumpah/ jar\i sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersurnpab/berjanji bahwa saya akan memenuhi

kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya

d.an sead,il ad.ilnya ; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan

mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; Bahwa saya akan

tnenega)<kan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun lg45 serta melaksanakan segala peraturan perundang

undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara

Kesatuan Republik Indonesia".

Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalan Berita Acara

pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik,

pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.

Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada

saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan

penyerahan Memori Serah Terima.

pelaksanaan Pengambilan SumpahlJanji dan Pelantikan Perangkat Desa

dilaksanakan paling lambat 7 {tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan

Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

Tempat pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan di Balai Desa yang bersangkutan.

(s)

(1)

Q)

(3)

(4)

(,
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BAB VI

NOMOR REGISTER PERANGKAT DESA

Pasal 32

NRpDes terdiri dari 18 (delapan belas) digit yang terdiri dari 4 (empat) digit tahun

Lahir, 2 (dua) digit bulan lahir, 2 (dua) digit tanggal lahir, 4 (empat) digit Kode

Kecamatan, 2 (dua) digit Nomor Urut Desa dan 4 (empat) digit tahun awal masa bakti.

Pasal 33

(1) Bupati menetapkan Nomor Register Perangkat Desa berdasarkan usulan dari

Kepala Desa.

@ Usulan dari Kepala Desa wajib dilengkapi dengan surat Keputusan

pengangkatan yang sudah diverifikasi oleh pejabat yang menangani bidang

Pemerintahan Desa.

BAB VN

BIAYA DAN MASA JABATAN

Pasal 34

(1) Biaya Pengangkatan sampai dengan pelantikan Perangkat Desa bersurnber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber-sumber lain yang tidak

mengikat.

A) penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungiawabkan

oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 15 (iima belas) hari setelah proses

pengangkatan Perangkat Desa selesai.

Pasal 35

Masa Jabatan Perangkat Desa berakhir pada usia 6O (enam puluh) tahun'

BAB VIII

USUL PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN TETAP

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 36

0) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan

eamat.

@ Perangkat Desa berhenti karena :

a meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. Diberhentikan
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(3) Pemberhen tian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a,

dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan

kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan'

(4) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c

karena:

a- telah habis berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru

atau Usia telah genap 6O (enam puluh) tahun;

b. d.inyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetaP;

c. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas secara

berkelanjutan.

d. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;

e. melanggar sumPah I ixriijabatan;
f tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan

g. melanggar larangan sebagai perang|<at desa setelah 15 (lirna belas) hari

mendapat tegural terttrlis seb,agaimana dimaksud pada pasaI41.

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c

wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat'

16; Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada

persyaratan pemberhentian perangkat Desa'

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 37

(1) perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi

dengan Camat.

@ pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

karena:

a ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;

b. ditetapkan sebagai terdakwa;

c. tertangkaP tangan dan ditahan;

d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan'

e. tidak dapat menjalankankewajiban

(3) perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh

pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada

jabatan semula.
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Bagian Ketiga

Kekosongan Jabatan Perangkat Desa

Pasal 38

0) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat

Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas'

A\ pelaksana Tr:gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala

Desa dengan Surat Perintah T\rgas yang tembusannya disampaikan kepada

Bupati melalui Canaat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat

penugasan.

(3) pengangkatan jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua)

bulan sejak Perangkat Desa yang bersang!<utan berhenti.

Bagian Keempat

Pejabat yang Mewakili dalam hal Perangkat Desa Berhalangan

Pasal 39

(1) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau

diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, Kepala Desa menetapkan

salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai Pelaksana T[rgas Harian

dengan Keputusan KePaIa Desa.

@ Dalam hal Kepala Urusan atau Kepala Seksi berhalangan sementara atau

berhalangan tetap atau diberhentjkan sementara atau diberhentikan, Kepala

Desa menetapkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan atau Kepala Seksi lainnya

sebagai Pelaksana TUgas Harian dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IX

HARI KERJA DAN JAM KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 40

(1) Hari kerja bagi Pemerintah Desa ditetapkan 6 (enam) hari kerja, mulai hari Senin

sampai dengan Sabtu'

@ Pengaturan jam keda Pemerintah Desa ditetapkan sebagai berikut:

& senin s/d Kamis mulai jam 07.30 sampai dengan 14,00 wIB;

b. Jumat mulai 07'30 sampai dengan 11.00 WIB;

BAB X

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Larangan Bagi Perangkat Desa

Pasal41

Perangkat Desa dilarang:

a. merugikan kePentingan umum;

b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak

latn, danf atau golongan tertentu;
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c. menyalahgunakan wewellang, tugas, hak, dan/atau kewqiibannya;

d- melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga danf atau golongan masyarakat

tertentu;

e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

f melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau

jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan

dilakukannya;

g. menjadi pengurus partai politik;

h menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyarvaratan

Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan

Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau

Dewan perwakilan Ralryat Daerah KabupatenfKota, dan jabatan lain yang

clitentukan da-lam peraturan perund-angaa-unda:rgan;

j. ikut serta d,anlatau terlibat dalam kampanye pemilihan umum danlatau

pemilihan kepala daerah;

k melanggar sumpah/janji jabatan; dan

l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa

alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungiawabkan'

BAB xI
SANKSI

Perangkat Desa

Pasal 42

(i) perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 40 d.anlatau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dala-m

pasal 41 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran

tertulis.

(2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikelua.rkan oleh KePala Desa.

(3) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari, teguran lisan dan/atau teguran tertulis

tidak dilaksanakan oleh Perangkat Desa, Kepala Desa menjatuhkan sanksi

teguran lisan dan/atau teguran tertulis untuk yang kedua.

(4) Dalam ha1 Perangkat Desa tidak melaksanakan teguran lisan danf atau teguran

tertulis yang kedua diberikan sanksi pemberhentian sementara.

(5) Sanksi pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat {4) berdasarkan hasil konsultasi tertulis dengan camat.
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Pasal 43

(i) pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 42 ayaL (5)

selama 90 (sembilan Puluh) hari.

(2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Desa.

(3) Setelah jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari pemberhentian sementara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilaksanakan perangkat Desa

diangkat kembali dalam waktu 3O (tiga puluh) hari'

(4) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut pada ayat (2) digunakan Kepala Desa

untuk rnelakukan evaluasi pelaksanaan sanksi terhadap Perangkat Desa'

(5) Dalam hal perangkat Desa tidak melaksanakan sanksi administrasi yang

dijatuhkan, maka diberikan sanksi pemberhentian tetap berdasarkan hasil

rekomendasi dari Camat.

(6) pemberhentian tetap Perangkat desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 44

pada saat perangkat Desa diberhentikan sementara, perangkat Desa diberikan 5O%

{lima puluh perseratus ) dari penghasilan tetap dan tidak mendapatkan hak-hak

keuangan lainnya-

Pasal 45

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 tidak berlaku untuk

pelanggaran tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari 5 (lima) tahun.

BAB XII

KSTENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

(1) perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa diberi cuti

terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Desa

sarnpai dengan selesain5ra pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(Z) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh

perangkat Desa yaag ladnnya yang ditctapkan dengan keputusan kepala Desa'

PasaT 47

(1) Kepa-la Desa dan Perangkat Desa rnengenakan pakaian dinas dan atribut sesuai

ketentuan

(Z) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut kepala Desa dan

Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati'
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BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

(1) Perangkat desa lama yang mempunyai surat Keputusan Kepala Desa sebelum

Bulan Juni 2O15 dan yang telah diangkat kembaJi dengan Surat Keputusan

Kepala Desa pada tahun 2015 serta berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah

Menengah Atas d.iberikan Nomor Register Perangkat Desa (NRPDes);

e) Berdasarkan penerbitan Nomor Register Perangkat Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat {1) Bupati mengukuhkan perangkat desa lama;

(3) Perangkat desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani masa

kerja PNS selama 6 (enam) tahun dapat diangkat menjadi Perangkat Desa

apabila tela-tr mendapatkar,r inn tertulis Pejabat Pembina Kepegawaia:r dan

rekomendasi tertulis Camat;

(4) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada aya-t (3) dijadikan dasar

penerbitan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Perangkat desa;

Pasal 49

(1) Perangkat Desa yang telah ada dan tidak memenuhi persyaratan pendidikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d tidak seca'ra otomatis

cliberhentikan oleh KePa[a Desa'

(2) Kepala Desa melakukan penyesuaian penempatan dan pemberian tugas kepada

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

(3) Perangkat Desa yang tidak memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasa,l 20 ayat (2) huruf d masih tetap dapat memegang jabatan

apabila melakukan penyesuaian pendidikan sesuai ketentuan peraturan

perundan g-undangan yarrg berlaku'

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5O

Bupati melalui Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

pemerintahan Desa d.alam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan'

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Bagan struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaiman dimaksud

dalam Pasat 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.
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Pasa] 52

Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati selambat-lambatnya I (satu) tahun.

BAB XVI

KSIENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan Peraturan

Daerah yang berlaku sebelumnya yang mengatur tentang perangkat Desa, dinyatakan

dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten

Halamahera Barat

PEJABAT PARAF

Sekretaris Daerah fr
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum

,.V

Kepala DPMPD ^lKabag. Hukum & Orgs "lX

Ditetapkan di Jailolo

Pada tanggal 28 Desember 24rc

Diundangkan di : Jailolo
Pada tanggal : 28 Desember 2016

SEKRETARTS DAERAH
KAB. HALMAHERA BARAT

M. SYAH ABD. RADJAK

Nomor Register Kobupoten Ha[mahera Borot PropinsiMatuku Utara Nomor: 5 ft0L6

Salinan aslinya
da4 Organisasi

(
Deni Gunawan Kasim, SH, M.Hum

Pembtua TILI / Nb
Nip. 19690909 20A0ffi 1 OO7

LEMBARAN DAERAH KAB. T{ALMTAHERA BARAT

lrupar HALMAHERA BARAT \

TAHUN 2016 NOMOR....
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LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR :8 TAHUN2OI6

TANGGAL: 28 DESEMBER 2416

TENTANG : PERANGKAT DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

(TYPE DESA SWASEMBADA DAN DESA SYAKARYA)

huperr HALMAHERA BARAT

PEJABAT PARAF

Sekretaris Daerah t
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum 'V
Kepaia DPMPD I
Kabag. Hukum & Orgs w
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I-AMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KAE}UPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR :8 TAHUN2OL6

TAIIGGAL: 28 DESEMBER 2016

TENTANG : PERANGKAT DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

(TYPE DESA SWADAYA)

KEPALA KEW]LAYAHAN/
KEPALA SOA

PEJABAT PARAF

Sekretaris Daerah /
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum 'V
Kepala DPMPD I
Kabag. Hukum & Orgs

{BUPNTI HALMAHERA BARAT

vy


